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PUTUSAN
Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.PBun
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Sl o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir .., .., agama Islam,
pekerjaan .., pendidikan .., tempat kediaman
di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir .., .., agama Islam, pekerjaan ..,
pendidikan .., tempat kediaman di .., Kabupaten
Kotawaringin  Barat, Provinsi Kalimantan

Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12
Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan
Bun pada hari itu juga dengan register perkara  Nomor
125/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Januari 1997 Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat,
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Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan dari Akta Nikah Nomor .. tanggal
04 Januari 1997;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah kediaman Bersama di .. sebagai tempat kediaman bersama terakhir,
dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul),
dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK | yang lahir di
Pangkalan Bun 07 November 1997, ANAK Il yang lahir di Pangkalan Bun
22 desember 2002, ANAK Il yang lahir di Pangkalan Bun 15 April 2008,
ANAK IV yang lahir di Pangkalan Bun 09 November 2010,anak dalam
pengasuhan Penggugat; ---
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun
dan bahagia, akan tetapi pada bulan Juni tahun 2023 antara Penggugat
dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk
di damaikan, yang disebabkan karena; -----------

a. Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak terbuka perihal

pendapatan kerja;

b. Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus
tahun 2023 dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi
tinggal dikediaman rumah bersama, Tergugat pergi meninggalkan rumah

karena keinginan sendiri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah di upayakan damai oleh; ----
Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat sudah tidak sanggup lagi
membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh
karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin
dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan; --------------------

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut
diatas, dimohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun
Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
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A. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT); -------------
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
B. Subsider:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cqg. Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara

ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .. tertanggal 04 Januari 1997 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan
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telah di-nazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P;
B. Bukti Saksi.
1. Saksi I, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan .., pekerjaan ..,
bertempat tinggal di .., Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah,
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
menjadi ayah sambung/tiri Penggugat sejak tahun 1989;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di ..,
Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang
anak yang bernama Anak I, Anak Il, Anak 11l dan Anak IV;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis disebabkan kurang lebih sejak 8 (delapan) bulan yang lalu
saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan terakhir saksi mengetahui Tergugat
masih sering berkunjung ke rumah kediaman bersama namun
kemudian saksi melihat dan mendengar adanya perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang
disebabkan Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada
Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan
kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu saksi kembali menyaksikan
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
kemudian saksi juga melihat Tergugat menampar pipi Penggugat
sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;
2.  Saksi ll, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan .., pekerjaan ..,
bertempat tinggal di .., Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah,
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di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah saudara seibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di ..,
Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang
anak yang bernama Anak I, Anak Il, Anak Il dan Anak IV;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2023 saksi tidak
pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama membina rumah
tangga dengan Penggugat di rumah kediaman bersama sampai
sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat masih sering berkunjung ke
rumah kediaman bersama namun kemudian saksi melihat dan
mendengar terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus
antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak
mau memberikan nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi
kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir
sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak
hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya
Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan
gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
karena pada bulan Juni tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak
memberikan nafkah dan tidak terbuka perihal pendapatan kerja, Tergugat
melakukan pemukulan kepada Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan
Agustus tahun 2023 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak
hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka
Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :
bl 81 plws ale alll (o alll I35 Ol agle alll Guns gulis 1 e

oiells tac3all I &l 55T 28265 3301581 Js, 23V AbIsEs, ol
)sigadl °|3)(j:§49i &8 L

Artinya :
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Dari Ibnu ‘Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam
bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya
orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi,
haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang
mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang bernama
Saksi | dan Saksi Il;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai
cukup, telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kabupaten
Kotawaringin Barat, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang
berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti tersebut
merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan bahwa Tergugat, in casu
Tergugat pada tanggal 04 Januari 1997 telah menikah dengan Penggugat, in
casu Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai,
Kabupaten Kotawaringin Barat. Keterangan tersebut relevan dengan identitas
Penggugat dan Tergugat serta dalil gugatan angka 1 (satu) dengan demikian
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
Saksi | dan Saksi Il, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, keterangan para saksi
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Penggugat telah ternyata mengandung keterangan yang bersifat unus testis
nullus testis (vide pasal 306 Rbg). Selama keterangan tersebut berdiri sendiri
dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain maka keterangan tersebut akan
dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan

keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah

dan telah tinggal bersama di .., Kabupaten Kotawaringin Barat;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak

yang bernama Anak |, Anak II, Anak Ill dan Anak IV;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan

nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga

antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidak-

tidaknya selama 6 (enam) bulan sampai sekarang;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan

kembali;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas serta sikap Penggugat di
persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun
telah didamaikan oleh Hakim, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebag
ai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta
ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin. Padahal Allah SWT berfirman:

8353 oS Jazs W] U55ad) 1550 Al 03 o0 515 3 EllE fs
093555 p3ale e U5 28] 8aS s

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu ister

i-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepad

anya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pa
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da yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfiki
r.” (QS. Ar-rum:21);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi
mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan
batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat
menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam
kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 :

sl 0y ol Bhisl of azg il s ol s blges cus I3g

leills Logiy oYl o olill e s lelio ou 6 iunll plgs azo layy
aisly aall

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari
pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang
menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara
keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in;

2. Kitab Al Mar’ah bainal Figh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba’i,
halaman 100 :

Ao g0 s Lolae glilly @laidl go puiiwsy azgJl slall ols
o ool 0155 Lagos petlie o Eloiz] (9 u5Ys peSslus SYsYl du i
0230 o aszg )l a8 Wall g Ol sl o ails Lgdlisl OIS Lubas g1l
5 din olall axo s ailind ,51 S Lagio 2>ly JSI cuge alll Js) pame ]l

S aiwyl
Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya
perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya
yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka,
dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling

membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya
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perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga
membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri
hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan
(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam
hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan

kedamaian;

3. Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 :

ol caeol 5] g el (wolall o cillns ul a>g 3l ul Wb eIl s
l«...wsl L@J),oJmWMIWOMIPIS)W&MMIJI)@IL@;U)JI
Jesll o Sio e lgal )S] gl BUay Y sl el &yl Uo E9 5[.. Leslul 3I

J”JIBI
Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan
kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia
mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya
sehingga siisteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan
rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya,
memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk
menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran

berupa perkataan atau perbuatan;

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz | halaman 83 :

gk 3z ol orzo il 8Ll ol > $Wall el MYl sl s
Y oy mE 0o s ol dall e cuss cl»o Yo )i lgss
[&’P) ol.:_l.: |.)Jb3 .)..:__9..:.” u.z.ouL u._g_?_g).” x>l ul(« .;S:u u oL&o Jl).mww

allasll
Artinya :

Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap
goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,
dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara
yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan

semangat keadilan;

5. Kitab Ghoyatul Marom :
Gl Golall 35 31 lgz55) az3 3l i 43 Sxdl 3]
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Artinya :
Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka
Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan
bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas,
Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian
berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka
gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Pangkalan Bun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal
119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah

Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1445 Hijriah oleh Imam
Faizal Baihaqgi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin KMA
Nomor : 162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, putusan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh
Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Imam Faizal Baihagqi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Muhammad Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran . Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai - Rp 10.000.00

Jumlah . Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)
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